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BERITA DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2O1O

NOMOR 40

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 34 TAHUN 2O1O

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAI\ PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2O1O

TENTAI{G PEI\TYELENGGARAAI\ USAHA PERIKANAN

BUPATI CIANruR,

Menimbang '. a. bahwa penyelenggaraan usaha perikanan di wilayah^Kabupaten Cianjur

telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 dan

al;a*** dalam Lembaran Daerah tanggal 3 Mei 2001 Nomor 20

Seri B;

bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun

ioio r.u"g":t-"i. dimaksucl dalam huruf a' perlu menetapkan petunjuk

pelaksanaan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan

Oaerah-"Oaerah-fabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

fn"ritu N"g-u tatrun ieSO; sebagaimana telah diubah dengan Undang-

,nta*g N-o*ot 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

pr.*u?"ttu dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

ijJ". fi"gt*gan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun

1968 Nomoi 3l,1ambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

Mengingat : l.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (1,"-tit* Nelara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76'

iambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran" 
n.egar; n p*it Indonesia Tahun 1996 Nomor 99' Tambahan

L"i.b*ao N-egu.u Republik lndonesia Noinor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran

negara Republ"ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118' Tambahan

Leitbman N"ga.a Republik Indonesia Nomor 4432);



5.

ll.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pangelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor l9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4623);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 16/ Men/2006 tentang Pelabuhan

Ikan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
l3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Nomor Kep. 042|DI.P2SDPW2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional
Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran lkan;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara

Penlusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciaqjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama

Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penlusunan Peraturan

Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2006 Nomor 02 Seri C);

10.

12.

13.

14.

15.

16.
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri
D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentaag Organisasi
Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah dan Pembenhrkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor l0 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 20 Seri B);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNruK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHLTN 2OIO TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai Badan
Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cianjur.

5. Dinas adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Cianjur.

7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya

berada di dalam lingkungan perairan. ".

8. Usaha perikanan adalah semua usaha perseorangan atau badan hukum untuk menangkap

atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau

mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.

9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan

dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan

menggunakan seluruh tenaga dan modal nasional.

10. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak
dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melangar

ketentuan yang berlaku termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan
komersil.
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11.

t2.

13.

14.

15.

16.

17.

Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihar4 membesarkan, dan/atau

membiakkan ikan dan menanam hasilnya dengan alat atau cara apapun kegiatan

menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil'

Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut IUP adalah ijin tertulis yang harus

iimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan

sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut.

surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SPI adalah surat yang harus dimiliki

setiap kapJperikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan

ikan di wilayah rndonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.

Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SPBI adalah surat yang harus

dimiliki setiap unit yang melakukan kegiatan pembudidayaan dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari IUP.

perluasan pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan

jenis kegiatan usaha di luar yang tercantum dalam IUP.

Surat Pengolahan Hasil yang selanjutnya disebut SPH adalah surat keterangan yang

dikeluarkai oleh Bupati yang menerangkan bahwa suatu unit pengolahan telah

memenuhi persyaratan yang telah ditenhrkan.

Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan

untuk melat<ukan penangkapan ikan termasuk untuk pengangkutan ikan dan melakukan

survei atau eksploitasi perikanan'

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan'

Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan

ikan.

Perairan umum adalah sarana air yang terdapat di atas daratan baik yang mengalir

maupun tergenang yang berada di sungavsihr/waduk, rawa dan mata air lairurya serta

bukan saluran irigasi yang dikuasai oleh Negara dan berada dalam kewenangan

Pernerintah DaeraMBadan Usaha Milik Daerah.

pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah pelabuhan perikanan

kecii yang merupakan berlabuh atau bertambatnya kapal atau perahu perikanan guna

mendaratian hasit tuogkup*, melakukan persiapan penangkapan ikan, dan sebagai basis

kegiatan produksi pi*usa.* ikan, pengolahan hasil tangkapan dan pembinaan

masyarakat nelayan.

18.

19.

20.

2t.

22. BalarBenih Ikan yang selanjutnya disebut BBI adalah salah satu fasilitas yang dimiliki

Dinas yang *"-iut- tempat pembenihan ikan yang dilengkapi fasilitas laboratorium

dan fasilitas lainnYa.

23. Pelelangan ikan adalah proses transaksi jual beli ikan dihadapan umum dengan cara

penawaran bebas dan meningkat

24. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan

di tempat pelelangan ikan.

25. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adatah tempat yang secara khusus

disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa

pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan'

26. Ijin penyelenggaraan pelelangan adalah ijin yang dimiliki oleh penyelenggara lelang'

27. Koperasi Unit Desa Mina yang selanjutnya disebut I(UD Mina adalah koperasi primer

p.rikurr- dutt/utau badan usaha lainnya yang memiliki unit usaha perikanan.

28. Hasil perikanan adalah hasil utama, hasil sampingan dan limbah dari segala jenis ikan'

tumbuh-tumbuhan, binatang perairan dan bagian-bagiannya yang ditangani dan/atau

diolah unttrk dijadikan prodrrk ukhi. untuk keperluan konsumsi manusia, temak dan



29. Perikanan rakyat adalah usaha perikanan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan
yang hanya cukup menopang kehidupan sehari-hari.

30. Tanda Daftar Usaha Perikanan Rakyat yang selanjutnya disebut TDUPR adalah surat
keterangan usaha yang berisi data-data pembudidaya ikan beserta pengolahan dar/atau
pemasaran yang telah terdaftar di dinas sebagai perikanan rakyat.

31. Pelaku niaga adalah orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan perdaganagan

hasil perikanan.

32. Retribusi daerah, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dar/atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan hukum.

33. Bakul adalah orang/badan usaha yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan transaksi
jual beli ikan secara lelang di TPI.

34. Pungutan perikanan adalah pungutan atas produksi ikan hasil penangkapan atau
pembudidayaan yang diusahakannya.

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SI(RD adalah Surat Keputusan
yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang.

36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
TATA CARA DAI\ PERSYARATAI\

Bagian Kesatu

Permohonan Ijin
Pasal 2

Untuk memperoleh IUP, SPBI, SPI dan SPH serta ijin penyelenggaraan pelelangan, pemohon,
harus mengajukan secara terhrlis kepada dinas dengan melampirkan :

a. untuk IUP :

l. rencana usaha;

2. photo copy kartu tanda penduduk;
3. photo copy nomor pokok wajib pajak dan alta pendirian perusahaan bagi badan usaha;
4. dokumen teknis kapal perikanan untuk usaha penangkapan ikan;
5. surat pemyataan kesanggupan mematuhi ketentuan;
6. rekomendasi dari instansi yang berwenang dalarn bidang pengelolaan perairan umum.

b. rurtnk SPBI dan SPI :

l. photo copy IUP;

2. photo copy dokumen teknis kapal perikanan untuk SPI;

3. rekomendasi ijin lokasi dari instansi yang berwenang untuk usaha budidaya di keramba
jaring terapung di perairan umum.

c. untuk SPH :

l. photo copy IUP;

2. daftar fasilitas pengolahan ikan yang digunakan;

3. photo copy ijin usaha pengolahan dari instansi yang berwenang;

4. photo copy surat keterangan mutu pengujian hasil perikanan dari instansi yang

berwenang.



d. untuk ijin penyelenggaraan pelelangan :

1. photo copy nomor pokok wajib pajak dan akta pendirian perusahaan/koperasi;
2. daftar fasilitas penyelenggaraan pelelangan ikan yang akan digunakan;
3. struktur organisasi penyelenggaraan pelelangan;
4. rencana penyelenggaraan pelelangan.

Bagian Kedua

Permohonan Surat Keterangan

Pasal 3

(l) Unhrk memperoleh SKPP dan SI(KI pemohon harus mengajukan permohonan kepada

dinas.

(2) Khusus untuk permohonan SKKI pemohon harus melampirkan hasil pengujian

laboratorium/sertifi kat.

Bagian Ketiga

Pelelangan

Pasal 4

(1) Setiap penyelenggara pengelolaan TPI harus mendapat ijin dari dinas.

(2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (l) berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
kembali atas permohonan pemohon.

Pasal 5

(1) Prioritas penyelenggaraan pengelolaan TPI diberikan kepada Koperasi Unit Desa Mina
atau Koperasi atau Badan Usaha setempat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

(2) Apabila di lokasi TPI tidak ada Koperasi Unit Desa Mina atau Koperasi atau Badan

Usaha yang memenuhi persyaratan, penyelenggaraan pengelolaan TPI dilaksanakan oleh
dinas.

Pasal 6

Setiap tahun penyelenggara pengelola TPI harus melakukan registrasi kepada dinas.

Pasal 7

(l) Setiap lokasi TPI harus berada di wilayah kerja PPI atau pelabuhan perikanan.

(2) Dalam satu wilayah kerja PPI atau pelabuhan perikanan hanya dibolehkan ada satu TPI.

(3) Jarak antar TPI ditentukan berdasarkan kawasan pangkalan pendaratan atau pelabuhan

perikanan.

Pasal 8

(l) Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi, dinas wajib menyediakan formulir dan

buku :

a. label data ikan,
b. karcis lelang dan rekapitulasi,
c. buku bakul, buku juragan
d. buku kas umum dan buku kas pembantu.

(2) Formulir dan buku label data ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diisi oleh juru
timbang.
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(3) Karcis lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diisi oleh juru karcis/pencatat

aaa- rungkip 3 (iga) lembar pertama 
-untuk 

pemilik ikan, lembar kedua untuk bakul

pemegang dan lembar ketiga untuk TPI'

(4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibuat oleh kasir dalam rangkap 2

(dua),lembarpertamaunhrkuntukbakulpemenarrglelangdanlembarkeduaunhrkTPl.

(5)Rekapihrlasisebagaimanadimaksudayat(4)berfingsiuntukmemudahkanparapemilik
it* ii""g.tuh"i i"-tutr u-g yang akan diterima dan pembayaran oleh bakul pemenang

lelas atas harga ikan serta sebagai bulli penerimaan lelang'

(6)Bukubakuldanbukujuragansebagaimanadimaksudayat(1)hurufc,-dikerjakanoleh
Lta usaha/juru tulis batuvjuru tulis juragan pada saat kegiatan lelang berlangsung.

(7) Buku kas umum dan buku kas pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d'

dikerjakan oleh kasir dibantu tata usaha'

BAB III
PENTJNDAAN DAN PENOLAKAN

Pasal 9

(1) Permohonan IUP, SPI, SPBI, SPH dan ijin penyelenggara'n pelelangan dapat diturda

apabila persyaratan yang telah ditentr.rkan tidak dipenuhi'

(2)PenundaanpemberianlUP,sPl,sPBl,sPHdanijinpenyelenggaraanpelelangan'
diberikan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan'

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat Q) tidak dipenuhi'

permohonan daPat dibatalkan.

BAB IV

PERENCANAAII DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)ManagerTPlwajibmenyusrrnrencanatahunan.penyelenggaraanpelelarrganpaling
ladat f (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir'

(2)ManagerTPlwajibmembuatlaporankegiatan,realisasi,penerimaandanpengeluaran
kepada BuPati melalui dinas.

BABV

FORMULIR

Pasal 11

(l)Setiappemohonyangmengajukanpermohonanharusmengisiformuliryangtelah
disediakan oleh dinas.

Q) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari formulir permohonan izin,

pemberitahuan kelengiapan permohonan ilin, pemberitahuan penolakan izin, surat izin,

i",ingutuo, p"ncabutin izin, permohonan perpanjangan izin' surat perpanjangan izin'

i"nruiu p"ny.l"ngg*u p.tit*gan ikan' laporan penyelelccT*l pelelangan ikan'

iup".* fi"f"i6f ppI, t 
"ir 

lehn!, tekapitrulasi karcis bakul, rekapitulasi karcis bakul

tambahan, teguran peringatan retribusi ierutang, surat tagihan retribusi daerah, laporan

realisasi p.nJ.irnu* aari penggunuan, ta"au tutti penerimaan biaya lelang, buku kas

umum daerah, buku prn";-uiir"1"*s, tanda bukti penerimaan dan formulir tanda bukti

Penyetoran'
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BABVI

PEMBINAAI\ DAN PENGAWASAN

Pasal 12

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribu.s! penyelertggaraan

;;il;.ik**,'dilikukan oleh dinai, inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan

Penyidik Pegawai Negeri SiPil.

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati cianjur Nomor 
_14 

Tahun

iOOi t"nt*g Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran

Daerah Tahun 2005 Nomor 38 Seri D3), dinyatakan tidak berlaku lagi'

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 4 Agustus 20 1 0

BUPATICIANruR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

4 Agustus 2010

DAERAH,

198503 I 004

Diundangkan di Cianjur

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANruR TAHUN 2OI O NOMOR 40.


